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Abstrak

Mitra dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat yaitu Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa Sawangan yang mempunyai 6 jaga, serta Desa Kamangta
Kecamatan Tombulu yang mempunyai 8 jaga. Permasalahan mitra di Desa Sawangan
belum lama menyelenggarakan proses penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua. Kondisi
yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah penyelenggaraan pemilihan
hukum tua di desa Sawangan Kecamatan Tombulu menunjukkan kurangnya efektivnya
aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan oleh
masih realatif baru hukum tua dan perangkat pemerintah desa yang dipilih dan dingkat
dalam menempati posisi dalam struktur pemerintahan desa. Sedangkan Desa Kamangta
dalam pelaksanaan pemerintahan desa banyak terjadi protes dari anggota masyarakat
karena kinerja pemerintah desa yang masih kurang baik. Hal tersebut mendorong tim
pemabdian untuk melakukan program PKM di Desa Sawangan dan Desa Kamangta.
Target luaran dalam kegiatan pengabdian PKM penyelenggaraan pemerintah desa adalah
terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta yang
dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan
yang baik dalam pelayanan masyarakat desa serta laporan hasil pengabdian dan jurnal
pengabdian. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra
tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mitra berdasarkan
teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan/sosialisasi
dilakukan terhadap aparat penierintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta
masyarakat pada umumnya tentang materi pemberdayaan pemerintah desa; juga pelatihan
terhadap kelompok aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Melalui
kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra
memberikan kontribusi yaitu: Terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan
dan Desa Kamangta yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik
sesuai tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat desa, adanya pelayanan
publik yang baik, menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk terwujudnya
tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat Desa Sawangan Desa
Kamangta. Luaran pelaksanan PKM berupa : Laporan hasil pengabdian, artikel publikasi
ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN. Memberikan kontribusi bagi Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Illmu Pemerintahan
FISPOL Unsrat dalam pembuatan jurnal pengabdian. Disarankan untuk terus ditingkatkan
peranan dari aparat pemerintah desa di Desa Sawangan Desa Kamangta dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang
baik. Masyarakat harus lebih giat berpartisipasi untuk memberikan pengawasan dan
masukan-masukan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa di
desa mitra.

Kata kunci Pemberdayaan Aparat.
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Pendahuluan

Pemerintahan desa terdiri atas
Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dimana
pemerintah desa terdiri atas Kepala
Desa dan Perangkat desa (Sekdes,
Kepala Urusan, Kepala Dusun),
sedangkan Badan Permusyawaratan
Desa sesuai dengan pasal 104 adalah
wakil penduduk desa yang dipilih dari
dan oleh penduduk desa yang
mempunyai fungsi mengayomi adat-
istiadat, membuat peraturan desa, dan
mengawasi  penyelenggaraan  desa.
Dalam  melaksanakan ~tugas dan
kewajiban kepala desa
bertanggungjawab  kepada  rakyat
melalui Badan Permusyawaratan Desa
dan melaporkan kepada Bupati. Dengan
demikian mekanisme yang diterapkan
telah mengalami perubahan yang sangat
mendasar karena sebelumnya tidak
diterapkan demikian. Desa Sawangan
belum lama menyelenggarakan proses
penyelenggaraan pemilihan hukum tua.
Dengan terpilihnya hukum tua yang
dilakukan secara demokratis diharapkan
kesadaran dan motivasi masyarakat
dalam kegiatan politik dapat menopang
tingkat  partisipasi mereka dalam
pelaksanaan pembangunan desa.
Sedangkan Desa Kamangta dalam
pelaksanaan pemerintahan desa banyak
terjadi protes dari anggota masyarakat
karena Kkinerja pemerintah desa yang
masih kurang baik.

Dalam rangka pelaksanaan
pemerintahan desa maka peranan
pemerintah desa sangat menentukan
keberhasilan pelaksasnaan
pemerintahan pembangunan dan
kemasyarakatan.  Diharapkan  juga
masyarakat dapat mempunyai kesadaran
akan hak dan kewajibannya dalam
berpartisipasi  dalam  pelaksanaan
pemerintahan desa.
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Menurut Undang-Undang No.32
tahun 2004, desa atau yang disebut
dengan nama lain yang selanjutnya
disebut dengan desa adalah kesatuan
masyarakat hukum memiliki
kewenangan untuk mengatur dan
mengurus  kepentingan ~ masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan
adat-istiadat setempat yang diakui
dalam sistem pemerintahan nasional
dan berada di daerah kabupaten.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas,
maka desa dalam penyelenggaraan
pemerintahaannya mempunyai
tanggung jawab yang penuh mengenai
kemajuan desa tersebut, karena desa
sebagai daerah otonom yang memiliki
kewenangan dalam mengatur dan
mengurus  kepentingan  masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat
setempat. Sehingga aparatur pemerintah
desa dituntut untuk bisa mengakomodir
dan menampung aspirasi masyarakat
untuk menyelenggarakan
pemerintahaiuiya sendiri atas dasar
prakarsa, Kkreativitas, dan peran serta
aktif masyarakat tersebut dalam rangka
mengembangkan  dan  memajukan
daerahnya. Hal ini membutuhkan
kemampuan dari pemerintah desa untuk
melaksanakannya, oleh sebab itu
pemerintah desa harus diberdayakan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
menekankan  pada  prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat,
pemerataan  dan  keadilan  serta

memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah.
Permasalahan mitra dalam

pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan bahwa, Kondisi yang
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ada dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa setelah
penyelenggaraan pemilihan hukum tua
di desa Sawangan Kecamatan Tombulu
menunjukkan kurangnya efektivnya
aparat  pemerintah  desa  dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal
ini disebabkan oleh masih realatif baru
hukum tua dan perangkat pemerintah
desa yang dipilih dan dingkat dalam
menempati  posisi  dalam  struktur
pemerintahan desa. Juga diakibatkan
olen karena pemahaman masyarakat
terhadap proses politik pemilihan
hukum tua kurang baik. Begitu pula ada
pemyataan dari masyarakat yang
mengatakan bahwa pelayanan
pemerintah = desa  yang terbentuk
berdasarkan - hasil pemilihan masih
bersifat memilih antara pendukung dan
bukan pendukung pemerintahan desa
terpilih. Hal tersebut akan memberikan
pengaruh negatif terhadap keberhasilan
pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan di desa Sawangan.
Sedangkan Desa Kamangta dalam
pelaksanaan pemerintahan desa banyak
terjadi protes dari anggota masyarakat
karena Kkinerja pemerintah desa yang
masih kurang baik.

Solusi yang ditawarkan adalah
mengadakan penyuluhan dan pelatihan.
Metode pendekatan yang ditawarkan
untuk mengatasi permasalahan mitra
tersebut di atas adalah memberikan
penyuluhan dan pelatihan kepada mitra
berdasarkan teori-teori dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Aspek hukum/yuridis dalam
pelaksanaan pengabdian pada
masyarakat tidak hanya berisi aturan-
aturan/pasal-pasal tentang sesuatu tugas
dan fungsi pemerintah dan masyarakat
desa. Tetapi bagaimana membentuk
kesadaran dan keahlian masyarakat
dalam menghadapi setiap bentuk
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permasalahan yang dihadapi untuk
mencegah atau mengantisipasi
permasalahan  pemerinatahan  yang
dapat muncul dalam perwujudan tujuan
pembangunan. Perguruan tinggi
diharapkan akan memberikan kontribusi
yang nyata dalam pengembangan
sumber daya masyarakat  untuk

mencapai tujuan pembangunan
nasional.
Dalam pelaksanaan proses

pemerintahan desa diharapkan aparatur

pemerintah desa dapat melaksakan

pemerintahan desa dengan baik sesuai
tugas dan fungsi pemerintahan desa.

Dengan demikian aparat pemerintah

desa mempunyai kesadaran untuk

menopang pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan di desanya. Hal ini
juga merupakan tujuan yang hendak
dicapai dalam program kemitraan
masyrakat desa melalui pemahaman
terhadap aspek-aspek tata pemerintahan
yang baik dalam proses pemerintahan
desa di desa Sawangan dan Desa

Kamangta.

Produk/jasa  kegiatan PKM
penyelenggaraan  pemerintah  desa
adalah antara lain :

1) Terbentuknya tim aparat pemerintah
desa di Desa Sawangan dan Desa
Kamangta yang dapat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dengan
baik sesuai tata pemerintahan yang
baik dalam pelayanan masyarakat
desa.

2) Adanya pelayanan publik yang baik
dari  aparat pemerintah  Desa
Sawangan Desa Kamangta.

3) Laporan hasil pengabdian, publikasi
ilmiah di jurnal.

Hasil yang dicapai melalui
kegiatan PKM dengan penyelenggaraan
pemberian penyuluhan dan pelatihan
kepada mitra yaitu :
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1) Terbentuknya tim aparat pemerintah
desa di Desa Sawangan dan Desa
Kamangta yang dapat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dengan
baik sesuai tata pemerintahan yang
baik dalam pelayanan masyarakat
desa.

2) Adanya pelayanan publik yang baik
dari  aparat pemerintah  Desa
Sawangan Desa Kamangta.

3) Laporan hasil pengabdian, publikasi
ilmiah di jurnal.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini
aparatur pemerintahan desa dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsi
dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa. Hal ini dapat mencegah atau
mengantisipasi persoalan-persoalan
yang muncul yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat dalam
pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan
adanya kegiatan ini dapat menunjang
pencapaian  tujuan pembangunan
nasional  untuk  terwujudnya tata
pemerintahan  yang  baik  dalam
pelayanan masyarakat Desa Sawangan
Desa Kamangta.

Kesimpulan dan Saran

Mitra pelaksanaan Program
Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah
Mitra dalam pelaksanaan Program
Kemitraan Masyarakat  yaitu
Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa Sawangan yang
mempunyai 6 jaga, serta Desa
Kamangta Kecamatan Tombulu yang
mempunyai 8 jaga.

Penyelenggaraan PKM
Pemberdayaan Aparat Pemerintah Desa

Sawangan dan Desa Kamangta
Kecamatan Tombulu Kabupaten
Minahasa  Provinsi Sulawesi Utara

yaitu dengan pemberian penyuluhan
dan pelatihan kepada mitra dengan
target untuk meningkatkan pengetahuan
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bagi aparat pemerintah desa yaitu dapat
meningkatkan mutu layanan kepada
masyarakat desa untuk kepentingan
pelayanan public dan dengan demikian
akan  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat desa Sawangan dan Desa

Kamangta. Luaran yang diharapkan

kegiatan PKM Pemberdayaan Aparat

Pemerintah Desa Sawangan dan Desa

Kamangta Kecamatan Tombulu adalah

laporan hasil pengabdian, artikel

publikasi- ilmiah pengabdian di jurnal
ber ISSN.

Pemberdayakan sumber daya aparat
pemerintah  desa juga memberikan
kontribusi pada khalayak sasaran adalah
aparatur  pemerintah - desa  dapat
melaksakan pemerintahan desa dengan
baik sesuai tugas dan  fungsi
pemerintahan desa. Dengan demikian
aparat pemerintah desa mempunyai
kesadaran untuk menopang pelaksanaan
pemerintahan dan - pembangunan di
desanya. Hal ini juga merupakan tujuan
yang hendak dicapai dalam progam
kemitraan pada masyarakat desa melalui
pemahaman terhadap aspek-aspek tata
pemerintahan yang baik dalam proses
pemerintahan desa di Desa Sawangan
dan Desa Kamangta.. Perguruan tinggi
diharapkan akan memberikan kontribusi
yang nyata dalam pengembangan
sumber daya aparat pemerintah desa
untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional.

Melalui kegiatan PKM dengan
penyelenggaraan pemberian penyuluhan
dan pelatihan kepada mitra memberikan
kontribusi yaitu :

1) Terbentuknya tim aparat pemerintah
desa di Desa Sawangan dan Desa
Kamangta yang dapat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dengan
baik sesuai tata pemerintahan yang
baik dalam pelayanan masyarakat
desa.
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2) Adanya pelayanan publik yang baik
dari  aparat pemerintah  Desa
Sawangan Desa Kamangta.

3) Dengan adanya kegiatan ini dapat
menunjang pencapaian  tujuan
pembangunan nasional untuk
terwujudnya tata pemerintahan yang
baik dalam pelayanan masyarakat
Desa Sawangan Desa Kamangta.
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